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ABSTRAK

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan)
dinyatakan bahwa pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan
kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan
jangka waktu menurut persetujuan dan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan
dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya.
Ketentuan ini tidak sesuai dengan konsep pemutusan hubungan kerja (PHK) yang
diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(UU Ketenagakerjaan). Dalam UU Ketenagakerjaan, PHK dibedakan menjadi 4
jenis yaitu PHK demi hukum, PHK oleh pengadilan, PHK oleh pekerja/buruh dan
PHK oleh pengusaha. Masing-masing jenis PHK tersebut masih dapat dibedakan
lagi dan memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda baik dari segi prosedur
maupun pemenuhan hak-hak normatif pekerja/buruh, sedangkan UU Kepailitan
secara tersurat menyamakan konsep PHK oleh pengusaha dan PHK
pekerja/buruh. Di samping itu, UU Ketenagakerjaan tidak mengenal adanya PHK
olen pekerja/burun karena pengusaha mengalami pailit. Dalam UU
Ketengakerjaan, PHK oleh pekerja/buruh terjadi karena pengusaha telah
melakukan kesalahan berat atau pekerja/buruh mengundurkan diri. Konsekuensi
yuridis dari pengunduran diri adalah pekerja/buruh tidak mendapatkan uang
pesangon dan uang penghargaan masa kerja sehingga timbul suatu permasalahan
apakah pekerja/buruh yang mengajukan PHK karena perusahaan pailit itu masuk
kategori PHK karena pengusaha melakukan kesalahan berat atau masuk
kualifikasi pekerja/buruh mengundurkan diri.
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